
______________________________________________________________________  

 

JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014 

 
 
 

URGENSI UPAYA PAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

Oleh :Uwaisyah Rani 

Pembimbing: Gusliana Hb.SH,M.Hum 

Junaidi SH.,MH 

(Fakultas Hukum Universitas Riau) 

Hp : 085767773870, Email : uwaisyahrani@yahoo.co.id 

 

ABSTRACT 

The weakness of administrative decision assesed in absence of forceful measures 

imposed on the defendant administrative. With law No.9 of 2004 and changed 

with law No.51 of 2009, known forceful measures in administrative decision. 

Article 116, paragraph 4 „in case the defendant is not willing to implement the 

binding court decision, to official concerned shall attempt a forced measures such 

as forced payment of money forced and/or administrative sanction‟. But until now 

the implementation of rules and technical instruction how both intstrument such a 

forceful measures implemented has not been issued by the government and by the 

supreme court. The purpose of this writing is to find out the urgency of forceful 

measures in the implementation of the binding administrative court decision. 

Conclusions are (1)  many administrative court decision that can not be excecuted, 

due the factors, both in self respect of defendant and the ansence of the institution 

of measures. (2) forceful measures as mandated in article 166can be implemented 

effectively because there‟s no implementing reguletion.(3) theimplementation of 

forceful measures as a feature of the general principle of good governance, the 

rule of law. And sanction as a weapon for defendant to implement  the 

administrative court decision.The author suggestion that examined of the 

problems are, first there should be forcibly implementing regulations regarding it 

self as the publication of government regulations. Second, confirm the dranft plan 

of administrative law. Third, indispensable participations of defendant in the 

execution of administrative court decision to determine the development of 

execution. 
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PENDAHULUAN 

Peradilan administrasi di Indonesia 

diwujudkan dengan Peradilan Tata 

Usaha Negara. Indonesia merupakan 

suatu negara hukum, dimana Negara 

hukum itu menginginkan keadilan dan 

perlindungan hukum bagi warga 

negaranya, baik dari sengketa antar 

warga negaranya maupun dengan  

pejabat negara yang ada. Untuk 

menjamin keadilan warga negara dari 

pejabat negara maka didirikanlah 

Pengadilan Tata Usaha Negara dengan 

diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pengadilan Tata Usaha Negara berada 

dibawah sebuah Mahkamah Agung.  

Terbentuknya Peradilan Tata Usaha 

Negara berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 merupakan 

amanat langsung dari Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 

Tentang Pokok Kekuasaan kehakiman. 

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 

adalah kekuasaan negara yang Merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Adanya Peradilan Administrasi pada 

suatu negara merupakan suatu bukti 

bahwa negara tersebut menganut sistem 

demokrasi, karena dengan adanya 

peradilan administrasi dapat menjamin 

perlindungan atas hak warga negara 

dan dapat mengawasi kewenangan 

pemerintahan.   

Sejatinya Peradilan Tata Usaha Negara 

di Indonesia baru terealisasi pada 

Tahun 1990 setelah diundangkannya 

Undang-Undang No 10 Tahun 1990 

Tentang Pembentukan Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, 

Medan dan Ujung Pandang dan 

disahkannya Keputusan Presiden 

Nomor 52 Tahun 1990 Tentang 

Pembentukan Peradilan Tata Usaha 

Negara di Jakarta, Medan, Palembang, 

Surabaya dan Ujung Pandang. 

Setelah 14 tahun berdiri ternyata 

terdapat beberapa kelemahan pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara di 

Indonesia. Beberapa kelemahan itu 

adalah seperti tidak adanya lembaga 

eksekutorial putusan, kekuatan 

memaksa dan upaya paksa terhadap 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Hal ini menyebabkan banyaknya 

Pejabat Negara Tata Usaha yang tidak 

melaksanakan Putusan karena 

pelaksanaan putusan hanya didasarkan 

pada kesadaran diri pejabat Tata Usaha 

Negara sendiri.  

Dalam Pasal 115 Undang-Undang 

Peradilan Tata Usaha Negara 

disebutkan bahwa hanya putusan 

pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap yang dapat 

dilaksanakan. Putusan pengadilan yang 

belum memperoleh kekuatan hukum 

tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi 

atau dengan kata lain putusan 

pengadilan yang masih mempunyai 

upaya hukum tidak dapat dimintakan 

eksekusinya.
1
 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

seperti tidak ada kekuatan, karena 

Pejabat Tata Usaha Negara dalam 

melaksanakan Putusan hanya 

berdasarkan kesadaran diri saja. Lebih 

lanjut Lotulung menjelaskan bahwa 

pada dasarnya eksekusi di Pengadilan 

Tata Usaha Negara menekankan pada 

self respect dan kesadaran hukum dari 

                                                           
1
Zairin Harahap, Hukum Acara peradilan Tata 

Usaha Negara, PT Raja Grafindo 

Persada,Jakarta:2005,hlm. 153. 
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pejabat Tata Usaha Negara terhadap isi 

putusan hakim untuk melakukannya 

dengan sukarela tanpa adanya upaya 

pemaksaan yang langsung dapat 

dirasakan dan dikenakan oleh pihak 

pengadilan terhadap pejabat Tata Usaha 

Negara yang bersangkutan
2
 Ini serasa 

tidak adil bagi para pencari keadilan, 

karena tidak adanya efek jera bagi para 

Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. 

Lalu pada Tahun 2004 diundangkanlah 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 

Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara.  Namun 

dengan di Undangkannya Undang-

Undang inipun permasalahan pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara belum 

dapat teratasi. Hingga diundangkan lagi 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

pun  pengadilan Tata Usaha Negara 

masih menyisakan permasalaan 

mengenai upaya paksa pelaksanaan 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap.  

Dengan lahirnya undang-undang nomor 

9 tahun 2004 yang dirubah dengan 

undang-undang nomor 51 tahun 2009, 

maka dikenallah upaya paksa pada 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Pasal 116 ayat (4) „Dalam hal tergugat 

tidak bersedia melaksanakan 

putusanpengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, 

terhadap pejabat yang bersangkutan 

dikenakan upaya paksa berupa 

pembayaran sejumlah uang paksa 

dan/atau sanksi administratif. Namun 

                                                           
2
Ibid, hlm.156. 

hingga saat ini aturan pelaksanaan 

maupun petunjuk teknis bagaimana 

kedua instrumen upaya paksa tersebut 

dilaksanakan belum diterbitkan baik 

oleh pemerintah maupun oleh 

Mahkamah Agung sebagai dua pihak 

yang berwenang membentuk aturan 

yang dimaksud.  

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Apabila dilihat dari metode yang 

digunakan dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini termasuk 

kedalam penelitian dengan 

pendekatan yuridis  normatif, yaitu 

pendekatan dengan cara membahas 

tentang asas-asas hukum, 

sistematika hukum, taraf sinkronasi 

hukum dan perbandingan hukum. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder yang berupa perundang-

undangan dan buku-buku yang 

ditulis oleh para ahli hukum yang 

berhubungan dengan judul 

penelitian, artikel jurnal, dan 

berbagai sumber lainnya. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan data yang 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a) Bahan Hukum Primer, yaitu  

bahan-bahan yang mengikat dan 

mempunyai otoritas yang dapat 

terdiri dari;  

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 Tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara; 

3) Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara; 

4) Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara; 

5) Keputusan Presiden Nomor 52 

Tahun 1990 Tentang 

Pembentukan Peradilan Tata 

Usaha Negara di Jakarta, 

Medan, Palembang, Surabaya 

dan Ujung Pandang. 

 

b) Bahan Hukkum Sekunder, 

yaitu Sumber-sumber lain 

berupa buku-buku panduan, 

surat atau laporan yang telah 

disusun dalam daftar maupun 

yang telah dibukukan, yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tertier, yaitu 

data yang diperoleh melalui 

kamus, ensiklopedi, dan 

sejenisnya yang berfungsi untuk 

mendukung data primer dan 

data sekunder. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk 

penelitian normatif digunakan 

metode kajian kepustakaan atau 

studi dokumenter. Peneliti yang 

hendak melakukan studi 

kepustakaan harus memperhatikan 

bahan atau data yang akan dicari. 

Bahan pustaka dapat berupa bahan 

primer ataupun bahan sekunder, 

dimana kedua bahan tersebut 

mempunyai karakteristik dan jenis 

yang berlainan.
3
 

                                                           
3
Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam 

Praktek, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 

2002. Hlm.50. 

4. Analisis Data 

Analisis data sebagai tindak lanjut 

proses pengolahan data yang 

merupakan kerja seorang peneliti 

yang memerlukan ketelitian, dan 

pencurahan daya pikir secara 

optimal. Pada tahap analisis data 

secara nyata kemampuan 

metodologis peneliti diuji.
4
 Pada 

penelitian penulis akan 

menggunakan analisis kualitatif 

karena data yang diperoleh tidak 

merupakan angka-angka yang dapat 

dilakukan pengukuran dan 

pengumpulan data mengggunakan 

pedoman wawancara dan 

pengamatan.
5
 

Dalam menarik kesimpulan penulis 

menggunakan metode berfikir 

deduktif yang mana merupakan 

metode berfikir yang menarik suatu 

kesimpulan dari suatu pernyataan 

atau dalil yang bersifat umum 

menjadi suatu pernyataan atau 

kasus yang bersifat khusus.
6
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Selama ini putusan peradilan tata 

usaha negara hanya dianggap 

macan ompong
7
 karena banyak 

putusannya yang tidak dapat 

                                                           
4
Ibid.Hlm. 77. 

5
Ibid, hlm.78. 

6
Irhamni, “Pembuktian Sederhana dalam 

Perkara Putusan Nomo: 

48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Antara 

PT. Prima Jaya Informatika Dengan PT. 

Telekomunikasi Selular”, Skripsi, 

Program Sarjana Universitas Riau, 

Pekanbaru, 2013, hlm. 22.  
7
http://cakimptun4.wordpress.com/2009/0

9/07/dwangsom-dalam-putusan-hakim-

peratun-suatu-gagasan/ diakses terakhir 

pada 14 Januari 2014. 

http://cakimptun4.wordpress.com/2009/09/07/dwangsom-dalam-putusan-hakim-peratun-suatu-gagasan/
http://cakimptun4.wordpress.com/2009/09/07/dwangsom-dalam-putusan-hakim-peratun-suatu-gagasan/
http://cakimptun4.wordpress.com/2009/09/07/dwangsom-dalam-putusan-hakim-peratun-suatu-gagasan/
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dieksekusi. Pandangan  tersebut 

tentunya berpijak pada kenyataan, 

bahwa diperadilan lain, setelah 

suatu putusan berkekuatan hukum 

tetap, maka putusan tersebut dapat 

segera dieksekusi, yang bila mana 

perlu dapat dieksekusi secara paksa 

(rieel eksekusi). Sementara di 

Peradilan tata usaha negara , 

kenyataannya lain. Setelah menang 

di pengadilan Tata Usaha Negara 

dan putusan telah berkekuatan 

hukum tetap (in kracht van 

gewijsde), apabila pejabat Tata 

Usaha Negara dihukum tidak 

mematuhi putusan tersebut, maka si 

pemenang tidak bisa segera 

menikmati manfaat dari 

kemenangannya itu. Dalam keadaan 

seperti ini ternyata Peradilan tata 

usaha negara tidak dapat berbuat 

apa-apa, karena lembaga eksekusi 

secara normative dalam UU No. 5 

Tahun 1986 yang dirumuskan 

secara mengambang (floating norm) 

tidak dapat memaksa pejabat untuk 

mematuhi putusan, hal ini  tidak 

efektif untuk menghadapi Pejabat 

Tata Usaha Negara yang tidak 

mematuhi putusan Hakim Peradilan 

tata usaha negara. 

       Pada umumnya tidak ada 

gunanya memasukkan kewajiban-

kewajiban atau larangan-larangan 

bagi para warga di dalam peraturan 

perundang-undangan tata usaha 

negara, manakala aturan-aturan 

tingkah laku itu tidak dapat 

dipaksakan oleh Tata Usaha 

Negara. Peran penting pada 

pemberian sanksi di dalam hukum 

administrasi memenuhi hukum 

pidana. Kebanyakan sistem 

perizinan menurut perundang-

undangan memuat ketentuan 

penting yang melarang para warga 

bertindak tanpa izin. Bagi para 

pembuat peraturan penting untuk 

tidak hanya melarang tindakan-

tindakan yang tanpa disertai izin, 

tetapi juga terhadap tindakan-

tindakan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan 

yang dapat dikaitkan pada suatu 

izin, termasuk sanksi-sanksi 

administrasi yang khas, antara lain:
8
 

1. Bestuursdwang/paksaan 

pemerintah 

2. Penarikan kembali putusan yang 

menguntungkan. 

3. Pengenaan denda administratif. 

4. Pengenaan uang paksa oleh 

pemerintah/dwangsom 

Normativisasi hukum tidak cukup 

hanya sekedar memuat perintah dan 

larangan. Dibalik larangan, 

terutamanya harus ada ketentuan 

sanksi atas ketidakpatuhan. Karena 

sanksi hukum sampai saat ini masih 

merupakan alat yang paling ampuh 

untuk menjaga wibawa hukum atau 

dengan kata lain agar setiap orang 

patuh terhadap hukum. 

Ketidakpatuhan badan atau pejabat 

tata usaha negara untuk 

melaksanakan putusan pengadilan 

tata usaha negara sedikit banyak 

dapat mempengaruhi kewibawaan 

pengadilan, pelecehan terhadap 

peradilan, dan bukan mustahil jika 

ketidakpatuhan itu terjadi berulang-

                                                           
8
Philipus M Hadjon, Sri Soemantri 

Martosoewignyo, Sjachran Basah Dkk, 

Pengantar Hukum Administrasi 

Indonesia, Gadjah Mada University Press, 

Jogjakarta:2008, hlm245. 
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ulang, maka masyarakat semakin 

tidak percaya kepada pengadilan.
9
 

Pada azasnya suatu putusan hakim 

yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap harus dijalankan, akan 

tetapi terdapat penyimpangan 

terhadap azas ini seperti yang diatur 

dalam pasal 180 HIR ,bahwa tidak 

semua putusan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum harus 

dijalankan, karena yang perlu 

dilaksanakan hanyalah putusan-

putusan yang bersifat 

condemnatoir, yaitu yang 

mengandung perintah kepada suatu 

pihak untuk melakukan suatu 

perbuatan. 

Urgensi upaya paksa adalah sebagai 

penjamin kepastian hukum sebagai 

asas umum pemerintahan yang 

layak, yaitu negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan dan 

keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggara negara.
10

 Kepastian 

hukum menghendaki dihormatinya 

hak yang telah diperoleh seseorang 

berdasarkan suatu keputusan 

pemerintah meskipun keputusan itu 

salah. 
11

 

Menurut P.Nicolai dan kawan-

kawan; 
‘De bestuursrechtelijke 

handhavings-middelen omvatten 1 

het toezich dat bestuursorganen 

kunnen uitoefenen op de naleving 

van bij of krachtens de wet 

gestelde voorschriften en van de bij 

besluit individueel opgeledge 

verplichtingen; en 2 de toepassing 

                                                           
9
Zairin Harahap, Op.cit,hlm.157. 

10
Ridwan Hr, HukumAdministrasi Negara, 

Raja GrafindoPersada, Jakarta: 2007, 

hlm.254. 
11

Ibid,258. 

van bestuursrechtelijke sanctie 

bevoegdheden’ 

„sarana penegakan hukum 

administrasi berisi 1. Pengawasan 

bahwa organ pemerintahan dapat 

melaksanakan ketaatan pada atau 

berdasarkan undang-undang yang 

ditetapkan secara tertulis dan 

pengawasan terhadap keputusan 

yang meletakkan kewajiban kepada 

individu; dan 2 penerapan 

kewenangan sanksi pemerintahan.‟ 

       Menurut Ten Berge yang 

dikutip oleh Philipus.M.Hadjon,
12

 

yang menyebutkan bahwa 

instrumen penegakkan hukum 

adminstrasi meliputi pengawasan 

dan penegakan sanksi. Pengawasan 

merupakan langkah preventif untuk 

memaksakan kepatuhan, sedangkan 

penerapan sanksi merupakan 

langkah represif untuk memaksakan 

kepatuhan. Sanksi merupakan inti 

dari penegakan hukum administrasi. 

Sanksi biasanya diletakkan pada 

bagian akhir setiap peraturan. 

Sanksi diperlukan untuk menjamin 

penegakan hukum administrasi.  

Lemahnya putusan pengadilan tata 

usaha negara memang dikarenakan 

tidak adanya upaya paksa, hal ini 

bisa dilihat banyaknya putusan 

pengadilan tata usaha negara yang 

tidak dilaksanakan oleh 

badan/pejabat tata usaha negara.  

 

Beberapa kasus Terkait 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara: 

Terdapat beberapa contoh kasus 

pada Pengadilan Tata Usaha 

Negara yang tidak bisa dieksekusi 

dikemukakan oleh Dr.Lintong 

                                                           
12

Ibid, 311. 
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Oloan Siahaan
13

 saat beliau masih 

menjabat sebagai ketua pengadilan 

tinggi tata usaha negara medan dan 

sumber lainnya; 

1) Penjatuhan sanksi uang paksa 

kepada bupati kabupaten siak 

atas kasus jembatan, sebanyak 

Rp.50.000.000/hari sampai 

pejabat tersebut melaksanakan 

putusan pengadilan tersebut, 

walaupun pada tingkat 

mahkamah agung keputusan ini 

dibatalkan. 

2) Sengketa pengelolaan sarang 

burung di tabalong yang telah 

diputus pada tahun 1994, 

meskipun telah melalui prosedur 

eksekusi sampai tingkat 

presiden, ternyata bupati 

tabalong tetap tidak 

melaksanakan putusan peradilan 

tata usaha negara tersebut. 

3) Kasus perparkiran di kota 

medan, meskipun kepala dinas 

perparkiran kota madya medan 

telah dihukum untuk mencabut 

keputusan yang diterbitkannya 

oleh pengadilan tata usaha 

negara medan dan telah 

dilakukan peneguran sampai 

tingkat presiden, ternyata pihak 

dinas perparkiran tidak 

melaksanakan putusan hakim 

tersebut. 

4) Kasus pembongkaran restoran 

bali Sky Ligth Restaurant 

dimana bupati Gianyar Bali 

                                                           
13

Bima „Analisi Yuridis tentang Lembaga 

Uang Paksa Sebagai Sanksi Adminitratis 

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara’, Skripsi, Program Sarjana 

Universitas Indonesia, Depok, 

2012,hlm.47. 

nekat membongkar restoran 

tersebut, padahal sebelumnya 

pengadilan tata usaha negara 

telah memerintahkan agar surat 

perintah bongkar yang 

diterbitkannya cacat hukum dan 

dinyatakan batal. 

Kasus lain adalah kasus yang terjadi 

di PangkalPinang antara Imiyardi 

dan Abubakar melawan Komisi 

Pemilihan Umum Kota 

PangkalPinang dengan nomor 

perkara yang didaftarkan 

18/G/2013/PTUN.PLG
14

, 

Pengadilan Tata Usaha Palembang  

mengabulkan permohonan 

penggugat yang isinya; 

1. Mengabulkan gugatan para 

Penggugat untuk  sebagian  

2. Menyatakan batal keputusan 

Nomor 30/Kpts-Kota-

009.436512/2013 Tentang 

Penetapan Pasangan Calon 

Yang Memenuhi Persyaratan 

Sebagai Peserta Dalam 

Pemilihan Umum Walikota Dan 

Wakil Walikota Pangkalpinang 

Tahun 2013 tertanggal 26 April 

2013. 

3. Memerintahkan kepada 

Tergugat untuk mencabut 

keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Pangkalpinang 

nomor 30/Kpts-Kota-

009.436512/2013 Tentang 

Penetapan Pasangan Calon 

Yang Memenuhi Persyaratan 

Sebagai Peserta Dalam 

Pemilihan Umum Walikota Dan 

Wakil Walikota Pangkalpinang 

Tahun 2013 tertanggal 26 April 

2013. 

                                                           
14

http://www.ptun.palembang.go.id 

http://www.ptun.palembang.go.id/


______________________________________________________________________  

 

JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014 

 
 
 

4. Memerintahkan kepada 

Tergugat untuk menerbitkan 

keputusan baru pengganti 

keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Pangkalpinang 

nomor 30/Kpts-Kota-

009.436512/2013 Tentang 

Penetapan Pasangan Calon 

Yang Memenuhi Persyaratan 

Sebagai Peserta Dalam 

Pemilihan Umum Walikota Dan 

Wakil Walikota Pangkalpinang 

Tahun 2013 tertanggal 26 April 

2013 dan memasukkan para 

penggugat sebagai daftar calon 

Walikota dan Wakil Walikota 

Pangkalpinang. 

Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pangkalpinang merasa tidak puas 

atas hasil putusan Pengadilan Tata 

Usaha Palembang dan mengajukan 

Banding ke Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Medan, yang mana 

hasil putusan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Medan 

menguatkan putusan Pengadilan 

Tata Usaha Palembang. 

Namun Komisi Pemilihan Umum 

Kota Pangkalpinang tetap enggan 

untuk melaksanakan putusan 

pengadilan. Dan tetap 

melaksanakan pemilihan tanpa 

memasukkan nama penggugat. 

Meski putusan tersebut tetap 

memenangkan pasangan Ismiryadi 

dan Abu Bakar agar tetap dapat ikut 

dalam pelaksanaan Pilkada, namun 

hingga Pilkada digelar, Komisi 

Pemilihan Umum  Pangkalpinang 

tidak juga melaksanakan putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 

      Pada kasus lain yang ditemukan 

oleh Adrian W.Bedner dalam studi 

kasusnya ada 26 kasus noneksekusi, 

yaitu; 

1. Lima perkara penggusuran ; 

Jalan Lawang Seketeng, Pasar 

Ampara Di Jayapura, PT Pelni, 

Pasar Perbaungan Dan Kawasan 

Sunter. 

2. Sembilan pembongkaran; Jalan 

Jenderal Sudirman, Bali Sky 

Light, Tanah Merah, PT Pelni, 

Rumah Satu Milyar Di Bogor, 

Klender, Tanjung Morawa, 

Majapahit Permai Dan Otong 

Jalihin. 

3. Enam tentang IMB; Jalan 

Jenderal Sudirman, PT Dharma 

Winata Karya, Abdul Muis, 

Batavia City, Tanah Abang, 

STM Jember Dan Satu Izin 

Operasi; PT Toha Semangat. 

4. Tiga izin mengumpulkan sarang 

burung walet; Lahat, Teberong, 

Berau. 

5. Satu tentang masuk kembalinya 

dua mahasiswa ke Universitas; 

Universitas Hasanuddin. 

6. Satu tentang pelelangan; 

Soegondo.
15

 

Contoh kasus diatas menjadi bukti 

betapa lemahnya putusan 

pengadilan tata usaha negara, dan 

menunjukkan betapa tidak 

berdayanya sebuah produk hukum 

pengadilan ketika berhadapan 

dengan pejabat administrasi 

pemerintahan dan seberapa besar 

ketidak patuhan Pejabat Tata Usaha 

Negara dalam melaksanakan 

Putusan Pengadilan. Lazimnya yang 

dikatakan sebagai ketidakpatuhan 

pada putusan sebenarnya adalah 

ketidakpatuhan pada perintah 

                                                           
15

Adnan,Op.Cit hlm. 307. 
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penundaan. Angka ketidakpatuhan 

sebesar 60 persen (yang disebutkan 

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara pada Media 

Indonesia,31 Juli 1996). 

Para hakim tidak memiliki banyak 

informasi mengenai ketidakpatuhan 

Pejabat, mereka hanya mendapat 

informasi ketika penggugat 

mengajukan permohonan eksekusi. 

Hasil dari eksekusi ini biasanya 

adalah surat dari Pejabat yang lebih 

tinggi kepada tergugat dengan 

instruksi untuk melaksanakan 

putusan. 

Banyak kasus ketidakpatuhan 

terhadap putusan yang dilaporkan di 

media. Hal ini merupakan salah satu 

penghinaan terhadap pengadilan 

Tata Usaha Negara. Untuk apa 

suatu pengadilan dibentuk bila 

putusannya tidak dilaksanakan. 

Tujuan para penggugat mengajukan 

gugatannya ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara adalah untuk mencari 

keadilan. Namun disaat penggugat 

telah mendapatkan kemenangannya, 

ternyata putusan pengadilan 

tersebut tidak dapat dilaksanakan 

karena putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara hanya berdasarkan 

pada rasa kesadara diri dari Pejabat 

Tata Usaha Negara. Agar putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

dihormati oleh para tergugat, maka 

upaya paksa sangat penting untuk 

diterapkan dalam rangka menjaga 

marwah Pengadilan Tata Usaha 

Negara. 

Permasalahan upaya paksa dalam 

pelaksanaan putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara. 

Setidaknya ada beberapa hal yang 

menjadi kendala dalam 

pelaksanaan upaya paksa di 

Pegadilan Tata Usaha Negara 

Pekanbaru. 

1. Tidak adanya juklak atau 

petunjuk pelaksanaan upaya 

paksa.
16

 

Setelah dilakukan perubahan 

pertama yaitu melalui Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Pertama 

Atas Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 Tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, maka pada 

pasal 116 dikenallah upaya 

paksa pada Peradilan Tata 

Usaha Negara. Sampai saat ini 

belum ada mengenai peraturan 

pelaksanaan upaya paksa pada 

putusan pengadilan tata usaha 

negara yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Upaya paksa yang 

dimaksud berupa uang paksa 

dan sanksi administratif.  

Mengenai uang paksa terdahulu 

dikenal dalam hukum acara 

perdata, yaitu dwangsom. 

Pengaturan uang paksa sendiri 

tidak diatur dalam HIR/Rbg. 

Pelaksanaan uang paksa diatur 

dalam pasal 606a dan 606b Rv. 

Namun apakah ketentuan Rv 

masih tetap dapat dilaksanakan 

pada praktik peradilan 

mengingat Rv sudah dinyatakan 

tidak berlaku lagi. Secara 

teoritis kentuan dalam rv 

dinyatakan sudah tidak berlaku 

lagi karena telah dihapusnya 

Raad van Juaticie dan  

                                                           
16

Artikel, Ujang Abdullah, Penerapan Upaya 

Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang 

Paksa Di Pengadilan Tata Usaha Negara. 
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Hoogerechtshof. 
17

Namun bila 

ditinjau dari aspek praktik 

peradilan dengan bertitik tolak 

pada visi bahwa ketentuan 

HIR/Rbg  tidak cukup untuk 

dapat menampung ketentuan-

ketentuan hukum yang tumbuh, 

hidup dan berkembang dalam 

praktuk akan tetapi tidak diatur 

dalam HIR/Rbg  maka 

ketentuan dalam Rv tetap dapat 

digunakan serta dipertahankan. 

Berdasarkan putusan mahkamah 

agung nomor 791 K/Sip/1972 

MA menyatakan bahwa: 

meskipun lembaga uang paksa 

secara khusus tidak diatur dalam 

H.I.R haruslah dianggap tidak 

bertentangan dengan sistem 

H.I.R dan berdasarkan 

penafsiran yang lazim daripada 

pasal 399 H.I.R dapat 

diterapkan di pengadilan. 

Supandi
18

 memiliki beberapa 

pandangan
19

 mengenai upaya 

paksa; 

a) uang paksa belum bisa  

dilaksanakan, karena belum 

ada peraturan pelaksanaan 

berupa Peraturan Pemerintah 

bagaimana mekanisme 

pembayaran oleh Pemerintah. 

tidak ada satu ayat yang 

menyebutkan pelaksanaan 

lebih lanjut tentang 

pembayaran uang paksa akan 

                                                           
17

Lilik Mulyadi, TuntutanUangPAksa 

(Dwangsom) DalamTeoridanPraktek, 

Djambatan, Jakarta: 2001. hlm.3.  
18

Hakim Agung dan Mantan Ketua 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 
19

http://www.hukumonline.com/berita/baca/

hol14224/paulus-e-lotulung-hakim-ptun-

tak-usah-takut-kehilangan-perkara diakses 

terakhir 11 Februari 2014. 

diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Dengan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah 

maka pemerintah dipaksa 

untuk mengeluarkan 

peraturan. Contohnya pada 

pembayaran ganti rugi dalam 

Undang-Undang  Nomor 5 

Tahun 1986 yang 

menyatakan pemerintah 

harus membentuk Peraturan 

Pemerintah sehingga 

akhirnya terbitlah Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 

1991.  

b) Penetapan sanksi 

administratif itu bagus, 

karena dengan sanksi itu 

membuat pejabat jera kalau 

ia tidak melaksanakan 

putusan pengadilan. Tetapi 

masalahnya, sanksi 

administratif itu diatur 

dimana? Bila pegawai negeri, 

diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 

1980 tentang Peraturan 

Disiplin Kepegawaian. Tapi 

kalau yang digugat bukan 

pegawai negeri tetapi pejabat 

negara seperti Presiden atau 

Menteri, sanksi 

administrasinya apa? 

Mungkin untuk Presiden 

misalnya, jika dia tidak 

melaksanakan putusan lalu 

dianggap melanggar Undang-

Undang, lalu di bawa ke 

Mahkamah Konstitusi untuk 

di impeach, itu bisa tapi itu 

sulit. Sehingga sanksi 

administrasi saat ini hanya 

berlaku untuk pegawai 

negeri. Diperlukan peraturan 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14224/paulus-e-lotulung-hakim-ptun-tak-usah-takut-kehilangan-perkara
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14224/paulus-e-lotulung-hakim-ptun-tak-usah-takut-kehilangan-perkara
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14224/paulus-e-lotulung-hakim-ptun-tak-usah-takut-kehilangan-perkara
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lebih lanjut tentang 

pelaksanaan sanksi 

administratif ini. 

c) Untuk pengumuman di media 

cetak itu bisa dilakukan. 

Karena pengumuman itu 

hanya masalah putusan yang 

tidak dilaksanakan. Tapi 

masalahnya, siapa yang 

membiayai iklan itu, apakah 

pengadilan, atau pejabat. 

Kalau pengadilan jelas 

terbentur dengan anggaran, 

kalau pejabat tidak mungkin. 

Yang membiaya ya akhirnya 

pemohon, dan itu persis 

seperti pada perkara perdata. 

Bahwa nanti biaya akan 

dibebankan kepada pejabat, 

itu urusan nanti karena itu 

tanggung jawab pemohon. 

Lalu melalui undang-undang 

ini dikenal juga juru sita yang 

diatur dalam pasal 39. 

Namun tidak dijelaskan 

mengenai wewenang juru sita 

itu sendiri.  

2. Minimnya laporan 

perkembangan pelaksanaan 

dan/atau minimnya permohonan 

pelaksanaan suatu Pengadilan 

TUN yang telah berkekuatan 

hukum tetap.
20

 

Sampai saat ini Pengadilan 

TUN masih kesulitan mencatat 

berapa putusan yang sudah 

dieksekusi. Pengadilan TUN 

hanya mampu mencatat data 

apabila ada pengajuan 

                                                           
20

Artikel Dosen, Delfina Gusman Dan Romi, 

Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah 

Berkekuatan Hukum Tetap. 

permohonan eksekusi dari pihak 

penggugat. Sementara jika tidak 

ada pengajuan permohonan oleh 

penggugat, maka Pengadilan 

TUN sangat sulit mengetahui 

apakah suatu putusan telah 

dieksekusi atau tidak. Menurut 

Beni Suryadi, selama ini 

kurangnya partisipasi dari pihak 

yang bersengketa telah 

menyebabkan pengadilan tidak 

bisa memastikan apakah suatu 

putusan pengadilan TUN yang 

telah berkekuatan hukum tetap 

telah dilaksanakan. Syamsir 

Yusfan kemudian 

menambahkan bahwa secara 

praktis sejak disahkannya UU 

No.9 Tahun 2004, di lingkungan 

Pengadilan TUN Padang sendiri 

belum pernah ada permohonan 

dari pihak penggugat agar suatu 

putusan TUN yang telah 

berkekuatan hukum tetap 

dilaksanakan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan putusan menjadi 

tidak efektif sama sekali 

meskipun oleh undang-undang 

telah digariskan bahwa 

pelanggarnya dapat dibebankan 

upaya paksa jika putusan 

tersebut tidak dilaksanakan. 

Kendala utamanya adalah tidak 

adanya partisipasi aktif dari 

tergugat untuk melaporkan 

pelaksanaan putusan Pengadilan 

TUN yang bersangkutan. 

Menurut hasil Disertasi 

Supandi
21

 yang melakukan 

                                                           
21

http://www.hukumonline.com/berita/baca/

hol14224/paulus-e-lotulung-hakim-ptun-

tak-usah-takut-kehilangan-perkara , diakses 

terakhir pada 14 Februari 2013 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14224/paulus-e-lotulung-hakim-ptun-tak-usah-takut-kehilangan-perkara
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14224/paulus-e-lotulung-hakim-ptun-tak-usah-takut-kehilangan-perkara
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14224/paulus-e-lotulung-hakim-ptun-tak-usah-takut-kehilangan-perkara


______________________________________________________________________  

 

JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014 

 
 
 

observasinya di Medan, angka 

ketidakpatuhan pejabat terhadap 

putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara mencapai angka 70%, 

angka ini didapat berdasarkan 

data yang dilaporkan. Tingginya 

pejabat yang tidak 

melaksanakan putusan 

disebabkan ada atau tidaknya 

laporan. Sebab, suatu eksekusi 

putusan kadang-kadang tidak 

dilaporkan kalau itu sudah 

dilaksanakan. Tidak ada 

kewajiban dari pejabat Tata 

Usaha Negara untuk 

melaporkan eksekusi putusan, 

sehingga tidak diketahui lebih 

lanjut riwayatnya suatu perkara 

diputus dilaksanakan atau tidak. 

Kalau pejabat tidak 

melaksanakan putusan  mereka 

baru melaporkan tapi sebaliknya 

kalau pejabat telah 

melaksanakan putusan, maka itu 

tidak dilaporkan. 

Namun bertolak belakang 

dengan pendapat diatas, 

Bambang Edy Sutanto, Hakim 

sekaligus humas Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara 

Jakarta
22

 mengatakan sejatinya 

ketua pengadilan memiliki andil 

besar untuk mengawasi eksekusi 

putusan di wilayah hukumnya. 

Seorang ketua pengadilan tata 

usaha negara harus meminta 

penjelasan kepada pejabat tata 

usaha negara yang tidak atau 

engggan melaksanakan putusan. 

Termasuk menanyakan alasan-

                                                           
22

Artikel Dosen, Delfina Gusman Dan 

Romi, Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. 

alasan dan hambatan yang 

mendera pejabat tata usaha 

negara sebagai tergugat. 

Sesuai pasal 119 undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986; 

„ketua pengadilan wajib 

mengawasi pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum 

tetap‟.
23

 

3. Diperlukan adanya anggara 

khusus baik di dalam APBD 

maupun APBN, menurut 

panitera pengadilan Tata Usaha 

Negara Padang, Beni 

Suryadi.
24

Namun kembali 

dikarenakan tidak adanya 

peraturan pelaksana mengenai 

upaya paksa ini, sehingga 

APBD dan APBN belum bisa 

diadakan.  

 

Ide/Gagasan Agar Upaya Paksa 

Dapat Dilaksanakan 

Agar upaya paksa dapat terlaksana 

berupa pengenaan denda 

administratif dan uang paksa, maka; 

1. Mutlak harus atas dasar 

peraturan perundang-undangan 

yang tegas.
25

Peraturan tersebut 

dapat berupa; 

a) Penerbitan Peraturan 

Pemerintah tentang 

pelaksanaan upaya 

paksa.Terkait dengan tidak 

adanya penjelasan mengenai 

tata cara pelaksanaan upaya 

paksa pada undang-undang 

                                                           
23

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. 
24

Artikel Dosen, Delfina Gusman Dan 

Romi, Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. 
25

Philipus, Op.cit, hlm.246. 
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nomor 51 tahun 2009, maka 

peraturan pemerintah dapat 

menjelaskan bagaimana 

pelaksanaannya. Walaupun 

dalam undang-undang tidak 

meminta secara tegas adanya 

peraturan pemerintah untuk 

menjelaskannya, namun bila 

dalam undang-undang 

tersebut diperlukan adanya 

penjelasan, hal ini dapat 

dilakukan. 

b) Menerbitkan peraturan 

Mahkamah Agung Bila 

penerbitan peraturan 

pemerintah dianggap 

memakan banyak waktu dan 

dana yang besar. Maka 

Mahkamah Agung dapat 

mengeluarkan Peraturan 

Mahkamah Agung/ PERMA 

yang berisi penjelasan 

pelaksanaan upaya paksa 

agar dapat berjalan secara 

efektif. 

2. Gagasan selanjutnya adalah 

dilakukan revisi terhadap 

Undang-undang nomor 51 tahun 

2009, revisi undang-undang ini 

dimaksudkan agar upaya paksa 

dapat dilaksanakan secara 

efektif.  

3. Sejak tahun 2007 sebenarnya 

telah dipersiapkan Rancangan 

undang-undang Administrasi 

Pemerintahan yang didalamnya 

juga mengatur mengenai 

pelaksanaan-pelaksanaan upaya 

paksa suatu putusan pengadilan 

tata usaha negara. Rancangan 

Undang-Undang ini terdiri dari 

10 bab dan 45 pasal. Agar upaya 

paksa dapat berjalan efektif, 

diharapkan rancangan undang-

undang ini dapat segera 

disahkan. 

4. Bila bercermin kepada peradilan 

administrasi Thailand, Indonesia 

dalam pelaksanaan bisa 

dikatakan sangat tertinggal. 

Karena peradilan administrasi 

Thailand jauh lebih matang, 

walaupun peradilannya bary 

terbentuk pada tahun 2001. 

Meskipun peradilan 

administrasi Thailand baru 

dibentuk pada tahun 2001 

namun sebenarnya 

keberadaannya suda ada sejak 

lama. Keberadaan peradilan 

Administrasi Thailand dapat 

ditelusuri dari sejak tahun 1874. 

Menurut Dr. Lintong O 

Siahaan,
26

 Thailand bukan 

hanya mengenal lembaga uang 

paksa namun lebih 

menguasainya. Hal ini dapat 

disebabkan karena negara 

Thailand merupakan binaan dari 

negara Jerman, bukan dari 

Negara Prancis seperti 

Indonesia. Pengadilan 

Administrasi Thailand 

berwenang; 

1. Dalam hal keputusan 

pejabat melanggar 

hukum,pengadilan dapat 

memerintahan pencabutan 

keputusan atau penundaan 

sebagian atau seluruhnya; 

                                                           
26

Bima „Analisi Yuridis tentang Lembaga 

Uang Paksa Sebagai Sanksi Adminitratis 

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara’, Skripsi, Program Sarjana 

Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm 

15-16. 
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2. Dalam hal pejabat 

melakukan suatu kelalaian 

atau penunda pelayanan 

dengan tidak masuk akal, 

maka pengadilan dapat 

memerintahkan pimpinan 

pejabat administrasi yang 

bersangkutan untuk 

melakukan suatu kewajiban 

yang ditentukan oleh 

pengadilan; 

3. Dalam hal keputusan 

diterbitkan melanggar 

hukum atau menyalahi 

kewajibannya atau 

berkaitan dengan kontrak 

administrasi maka 

pengadilan dapat 

memerintahkan 

pembayaran sejumlah uang 

atau penyerahan barang 

atau melakukan atau tidak 

melakukan suatu perbuatan 

dengan atau tanpa memberi 

jangka waktu atau keadaan 

/kondisi tertentu; 

4. Berkaitan dengan suatu 

permohonan mengenai hak 

dan kewajiban seseorang, 

maka pengadilan dapat 

memerintahkan pemulihan 

hak dan kewajiban; 

5. Memerintahkan seseorang 

untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang 

ditentukan hukum. 

       Dari kewenangan pengadilan 

administrasi Thailand diatas kita 

dapat melihat bahwa 

kewenangannya lebih matang 

daripada Indonesia, karena 

menetapkan sanksi yang jelas 

terhadap pejabatnya. Di negara 

Thailand putusan pengadilan yang 

berisi pembatalan keputusan 

pejabatnya diumumkan di lembaran 

negaranya. Untuk putusan 

pengadilan yang berupa 

pembayaran sejumlah uang atau 

penyerahan barang maka 

pengadilan dapat melakukan 

eksekusi terhadap harta kekayaan 

yang bersangkutan. Dalam hal 

putusan pengadilan berupa suatu 

perintah untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu perbuatan, 

maka pengadilan dapat melakukan 

eksekusi dengan menggunakan 

hukum acara perdata secara mutatis 

mutandis.
27

Karena peradilan 

administrasi Thailand lebih matang 

dari Indonesia maka Indonesia bisa 

mencontoh Thailand mengingat 

sistem peradilan Thailand dan 

Indonesia hampir sama.  

Pembentukan peraturan pelaksana 

mengenai pelaksanaan upaya paksa 

sangat dibutuhkan agar upaya paksa 

tidak hanya menjadi suatu syarat 

suatu peraturan melainkan dapat 

diwujudkan dan di 

implementasikan, sehingga para 

pencari keadilan di pengadilan tata 

usaha negara bisa mendapatakan 

keadilan mereka. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya memberikan penulis 

beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil, yaitu sebagai berikut; 

a) Hanya putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap yang 

dapat di laksanakan. 

                                                           
27

Ibid,hlm.17.  
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b) Banyak putusan pengadilan tata 

usaha negara yang tidak bisa 

dieksekusi, disebabkan oleh 

faktor-faktor, baik dari sisi 

kesadaran pejabat tata usaha 

negara maupun tidak adanya 

lembaga upaya paksa pada 

pengadilan tata usaha negara. 

c) Upaya paksa sebagaimana yang  

telah diamanatkan dalam Pasal 

116 undang-undang nomor 51 

tahun 2009 ternyata belum dapat 

terlaksana secara efektif terkait 

belum adanya peraturan 

pelaksana mengenai upaya 

paksa itu sendiri. 

d) Penerapan upaya paksa ini 

sebagai suatu ciri terlaksananya 

asas-asas umum pemerintahan 

yang layak, yaitu kepastian 

hukum. Kepastian hukum bagi 

para pencari keadilan agar apa 

yang telah diputus oleh 

pengadilan tata usaha negara 

benar-benar dapat diterapkan. 

Dan juga upaya paksa ini 

sebagai senjata agar pejabat 

negara mau melaksanakan 

putusan pengadilan sebagai 

bukti suatu penegakan hukum. 

 

Agar upaya paksa dapat 

dilaksanakan maka  

a)  Perlu ada peraturan pelaksana 

mengenai upaya paksa itu 

sendiri. seperti 

1) Penerbitan Peraturan 

Pemerintah tentang 

pelaksanaan upaya paksa. 

2) Menerbitkan peraturan 

Mahkamah Agung  

b) Mengesahkan draft Rancangan 

undang-undang Administrasi 

Pemerintahan yang didalamnya 

juga mengatur mengenai 

pelaksanaan-pelaksanaan 

upaya paksa suatu putusan 

pengadilan tata usaha negara. 

Rancangan Undang-Undang ini 

terdiri dari 10 bab dan 45 

pasal. 

c) Partisipasi dari tergugat sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan 

putusan pengadilan tata usaha 

negara, untuk mengetahui 

sejauh mana perkembangan 

dari suatu eksekusi. 
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